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Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi 
jual beli. Banyak kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tetapi 
belum diketahui apakah dibenarkan atau tidak dalam pandangan islam. Seperti 
kegiatan jual beli udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu 
Timur Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan antara petambak dengan para 
pembeli udang. Dalam cara menentukan ukuran udang Vanamei tersebut terdapat 
adanya unsur gharar, sedangkan ukuran udang inilah yang menentukan murah atau 
mahalnya harga dalam jual beli udang Vanamei sehingga bisa menimbulkan kerugian 
pada salah satu pihak.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik cara menentukan 
ukuran dan harga dalam jual beli udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya 
Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang serta bagaimana tinjauan 
hukum ekonomi syariah tentang praktik cara menentukan ukuran dan harga dalam jual 
beli udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur 
Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
praktik cara menentukan ukuran dan harga dalam jual beli udang Vanamei di Desa 
Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan 
kemudian akan ditinjau dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan, bersifat deskriptif analisis, menggunakan pendekatan induktif. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi, 
wawancara dan data tersebut akan disusun secara sistematis. Sumber data dalam 
penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari responden, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya yang 
bertujuan sebagai data pendukung terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 
Dari hasil penelitian, cara menentukan ukuran udang Vanamei dilakukan dengan cara 
sampling 1 kg udang Vanamei dari keranjang udang yang telah dibariskan, kemudian 
jumlah ekor udang dalam sampling 1 kg inilah yang menjadi ukurannya. Lalu harga 
udang Vanamei ditentukan berdasarkan ukuran dari hasil sampling ini yang kemudian 
harga tersebut akan dikalikan dengan keseluruhan tonase udang Vanamei. Praktik cara 
menentukan ukuran dan harga dalam jual beli udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena 
Mulya diperbolehkan dan juga masyarakatnya sudah terbiasa menerima hasil dari tata 
cara tersebut. Alasan dalam cara menentukan ukuran udang Vanamei hanya langsung 
disampling saja tanpa dilakukan penyortiran karena akan membutuhkan banyak tenaga 
dan juga memakan banyak waktu, serta kurangnya ketersediaan fasilitas yang 
memadai sehingga khawtir kwalitas udang tersebut rusak. Hal ini memang sudah 
dianggap biasa dan dimaklumi serta sudah menjadi tradisi antara pembeli dengan 
petambak udang. Namun, apabila terdapat adanya unsur kecurangan dalam cara 
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َٰٓأَيُّهَا لَُكم بَۡيىَُكم بِ  لَِّذيهَ ٱ يَ  اْ أَۡمَى  ِطلِ ٱَءاَمىُىاْ ََل تَۡأُكلُىَٰٓ َزةً َعه  ۡلبَ  َٰٓ أَن تَُكىَن تَِج  إَِلَّ
اْ أَوفَُسُكۡمۚۡ إِنَّ  ىُكۡمۚۡ َوََل تَۡقتُلُىَٰٓ َ ٱتََزاٖض مِّ   ٩٢َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما  ّللَّ
Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 
berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
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A. Penegasan Judul 
Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, akan di uraikan 
beberapa kata dari judul skripsi ini, yaitu: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 
Tentang Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang 
Vanamei (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu 
Timur Kabupaten Tulang Bawang)”. Uraian beberapa kata dari judul skripsi ini, 
sebagai berikut: 
Tinjauan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 




Hukum Ekonomi Syariah, adalah prinsip, nilai, asas, dan peraturan 
terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka 




                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2011), h. 1811. 
2
 Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang 
Tentang Perbankan Syariah, Jurnal Asy-Syariah Vol.20, No.2, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum 
Uin Sunan Gunung Djati, 2018), h.147-148. 
2 
 
Menentukan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat 
menjadi tentu (pasti), menetapkan, memastikan.
3
 
Ukuran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil mengukur, 
bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda.
4
 Namun, yang 
dimaksud ukuran udang adalah jumlah ekor udang dalam 1 kg, sehingga apabila 
semakin banyak jumlah udang dalam 1 kg artinya udang tersebut kecil-kecil dan 
harga semakin murah. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah ekor 
udang dalam 1 kg artinya udang tersebut besar-besar dan harga semakin mahal.
5
 
Harga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu nilai barang yang 
ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar yang senilai, 




Jual Beli, merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan 
pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.
7
 
Udang Vannamei, disebut juga dengan udang putih yang merupakan 
sumber daya ikan golongan Crustacea. Udang ini merupakan spesies asli dari 
                                                             
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2011), h.1443. 
4
 Ibid., h.1520. 
5
 Esta Rosadi, Petambak Udang Dipasena Mulya, wawancara dengan penulis pada 25 Mei 
2019 
6
 Ibid., h.482. 
7
 Ismail, Perbankan Syariah (Surabaya: Prenadamedia Group, 2016),h. 135.  
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Dari yang telah diuraikan tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari 
judul skripsi ini adalah membahas tentang bagaimana tata cara dalam 
menentukan ukuran udang Vanamei serta cara menentukan harga udang Vanamei 
sesuai dengan ukurannya yang dilakukan antara petambak dengan pembeli 
udang. Dalam jual beli udang Vanamei tersebut antara ukuran udang dan harga 
udang adalah hal yang sangat berkaitan, karena ukuran udang lah yang 
menentukan mahal atau murahnya udang Vanamei. 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang 
Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang Vanamei”: 
1. Alasan Subjektif 
a. Permasalahan Tentang Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual 
Beli Udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya sampai saat ini masih 
terjadi dan penulis tertarik untuk menelitinya. 
b. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni 
penulis di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas 
Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). 
                                                             
8
 https://www.dunia-perairan.com/2012/12/udang-putih-vannamei-litopenaeus.html, diakses 
pada rabu, 29 mei 2019.  
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2. Alasan Objektif 
a. Terkait permasalahan tentang Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam 
Jual Beli Udang Vanamei sudah menjadi tradisi dilakukan di Desa Bumi 
Dipasena Mulya. 
b. Dalam Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli 
Udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya, terdapat hal-hal yang 
bertentangan dengan jual beli dalam islam karena terdapat unsur gharar 
dan bisa menyebabkan kerugian salah satu pihak, sehingga perlu adanya 
penelitian dan untuk mengetahui bagaimana pandangan islam tentang jual 
beli ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling 
membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar (offer and acceptance). 
Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Dalam Bahasa 
inggris jual beli tersebut hanya dicakup dalam satu kata, yaitu sale lebih praktis 
lagi. Jual beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara 
pihak yang menjual benda tertentu untuk sekadar memperoleh sejumlah uang dan 
pihak yang membeli untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9
 
Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, 
dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya 
                                                             
9




kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual 
beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli 
dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan 




Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana dalam firman Allah SWT 
dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275: 
َحنَّ 
َ
ُ ٱَوأ َيبعَ ٱ ّللَّ َم  ۡلب ْ  ٱوََحرَّ ا ْٰ   لّرَِب
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
11
 
Jual beli Udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya dilakukan antara 
petambak udang dan pembeli udang Vanamei. Jual beli udang Vanamei harganya 
ditentukan berdasarkan ukurannya. Ukuran udang Vanamei yang dimaksud 
adalah jumlah ekor udang per kg. Praktik dalam cara menentukan ukuran dan 
harga udang Vanamei yang menjadi tradisi antara petambak udang dengan para 
pembeli udang di Desa Bumi Dipasena Mulya terjadi pada saat petambak panen. 
Udang Vanamei yang dipanen dari dalam tambak udang tersebut diangkat dari 
dalam tambak dan kemudian dimasukkan kedalam keranjang-keranjang udang 
yang dapat menampung sekitar kurang lebih 40 kg udang Vanamei.  
                                                             
10
 Ibid,. h.318 
11
 QS. Al-Baqarah (2) : 275. 
6 
 
 Setelah keranjang-keranjang yang berisi udang Vanamei diangkat dari 
dalam tambak, kemudian keranjang-keranjang tersebut di bariskan untuk 
melakukan sampling guna menentukan ukuran udang Vanamei. Cara melakukan 
sampling untuk menentukan ukuran udang Vanamei yaitu si petambak yang 
disuruh untuk memilih keranjang yang berisi udang Vanamei kemudian 
mencomot udang Vanamei sebanyak 1 kg, sedangkan si pembeli udang selaku 
mengontrol timbangan sampling. Setelah melakukan sampling udang sebanyak 1 
kg, selanjutnya menghitung jumlah ekor udang dari sampling sebanyak 1 kg 
tersebut. Setelah jumlah ekor udang dihitung, misalnya terdapat 80 ekor udang 
Vanamei, yang artinya itu adalah udang Vanamei ukuran 80 ekor per kg. 
Setelah ukuran udang Vanamei di tentukan, selanjutnya menentukan 
harga udang Vanamei berdasarkan ukurannya. Cara menentukan harga udang 
Vanamei yaitu dengan berpatokan pada standar udang Vanamei ukuran 60 ekor 
per kg dengan harga Rp 65.000 di Desa Bumi Dipasena Mulya. Cara 
menentukannya yaitu apabila setiap bertambah 1 ukuran (jumlah ekor udang) 
dari standar udang Vanamei ukuran 60 ekor per kg, maka harganya turun Rp 500 
dan seterusnya. Namun sebaliknya, apabila setiap berkurang 1 ukuran (jumlah 
ekor udang) dari standar udang Vanamei ukuran 60 ekor per kg, maka harganya 
naik Rp 500 dan seterusnya. Semakin sedikit jumlah ekor udang dalam 1 kg, 
artinya udang tersebut besar-besar dan harga semakin mahal. Namun sebaliknya, 
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semakin banyak jumlah ekor udang dalam 1 kg, artinya udang tersebut kecil-
kecil dan harga semakin murah. 
Ukuran udang Vanamei yang sudah ditentukan tadi adalah udang ukuran 
80 ekor per kg, artinya ukuran jumlah udang Vanamei tersebut lebih banyak dari 
standar udang Vanamei ukuran 60 ekor per kg. Ukuran udang Vanamei tersebut 
jumlahnya bertambah 20 ekor dari standar udang Vanamei ukuran 60 ekor per 
kg. Setiap bertambah 1 ukuran (jumlah ekor udang), maka harganya turun Rp 
500, Jadi Rp 500 x 20 = Rp 10.000. Standar harga udang Vanamei ukuran 60 
ekor per kg yaitu Rp 65.000, jadi Rp 65.000 - Rp 10.000 = Rp 55.000. Jadi, 
harga udang Vanamei tersebut adalah Rp 55.000. 
Setelah ukuran dan harga udang Vanamei ditentukan, selanjutnya adalah 
melakukan penimbangan keseluruhan tonase udang Vanamei, dan hasil 
penimbangan tersebut terdapat 420 kg udang Vanamei. Lalu harga udang 
Vanamei yang sudah ditentukan tersebut di kalikan dengan tonase udang 
Vanamei, yaitu = Rp 55.000 x 420 kg = Rp 23.100.000. Jadi, harga jual beli 
keseluruhan udang Vanamei tersebut adalah Rp 23.100.000. 
Namun yang jadi permasalahan dalam jual beli udang Vanamei tersebut, 
udang Vanamei ukurannya variasi, yang artinya ukuran besar kecil udang 
Vanamei berbeda-beda sehingga ukuran udang Vanamei yang ditentukan tersebut 
tidak akurat, sedangkan ukuran udang Vanamei ini lah yang menentukan 
harganya. Apabila saat melakukan sampling untuk menentukan ukuran udang, 
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banyak udang yang dicomot oleh petambak adalah udang yang ukurannya besar-
besar, maka jumlah ekor udang dalam sampling semakin sedikit dan harga 
semakin mahal, maka pihak petambak diuntungkan sedangkan pembeli bisa 
dirugikan. Namun sebaliknya, apabila saat melakukan sampling banyak udang 
yang di comot oleh petambak adalah udang yang ukurannya kecil-kecil, maka 
jumlah ekor udang dalam sampling semakin banyak dan harga semakin murah, 
maka pihak petambak di rugikan dan pihak pembeli yang di untungkan. 
Jadi, dalam praktik cara menentukan ukuran dan harga dalam jual beli 
udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya tersebut menimbulkan unsur 
gharar yang dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan hal ini tidak sesuai 
dengan firman Allah dalam Surat An-Nisaa ayat 29, yaitu: 
ن حَُلَْن 
َ
ٓ أ ََُلى ةِٱهبَبِٰطِن إَِلَّ َوٰهَُلى ةَيب يب
َ
ْ أ ْٓا ُكوُ
ب
ْ ََل حَأ ْا َُ ٌَ َءاَي ِي اٱَّلَّ َّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ
ا  ًٗ َ ََكَن ةُِلىب رَِحي ٍُفَصُلىب  إِنَّ ٱّللَّ
َ
ْ أ ْٓا ُخوُ حَِجَٰرةً َغٌ حََراٖض ّيَُِلىب  َوََل َتقب
٢٩  
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan 




                                                             
12
 QS. An-Nisaa (4) : 29 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tertarik untuk meneliti terkait 
permasalahan dengan judul “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik 
Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual beli Udang Vanamei” (Studi 
Kasus di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten 
Tulang Bawang) yang dimana praktik jual beli tersebut sudah menjadi tradisi. 
D.  Fokus Penelitian 
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Cara Menentukan Ukuran 
dan Harga dalam Jual Beli Udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya, 
Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan kemudian akan 
ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. 
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli 
Udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Cara 
Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang Vanamei di Desa 
Bumi Dipasena Mulya? 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana Praktik Cara 
Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang Vanamei di Desa 
Bumi Dipasena Mulya. 
10 
 
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang 
Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang Vanamei 
di Desa Bumi Dipasena Mulya. 
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 
kepada masyarakat terkait dengan praktik cara menentukan ukuran dan harga 
dalam jual beli udang Vanamei di desa bumi dipasena mulya serta bagaimana 
tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bentuk transaksi jual beli tersebut. 
2. Sebagai praktis, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir kuliah 
guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
(Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 
data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, 
gejala, atau isu tertentu.
13
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode 
kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian 
ini, yaitu: 
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 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakter dan Keunggulannya, (Jakarta: 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Yaitu 
suatu penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari lokasi atau 
lapangan.
14
 Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu pada 
Praktik Cara Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang 
Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur 
Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pemenuhan 
data primer. Sedangkan data sekunder, penulis mencari buku-buku yang 
memiliki kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan terkait dengan permasalahan Praktik Cara 
Menentukan Ukuran dan Harga dalam Jual Beli Udang Vanamei antara 
petambak dengan pembeli udang di Desa Bumi Dipasena Mulya 
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 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.81. 
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2. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 
objek yang diteliti.
15
 Yang menjadi data primer di penelitian ini adalah 
terdiri dari para petambak dan para pembeli udang Vanamei di Desa Bumi 
Dipasena Mulya. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak 
langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.
16
 Data sekunder ini 
bertujuan guna untuk data pendukung yang terkait dengan permasalahan 
dalam penelitian ini. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin beberapa 
manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang 
menjadi objek penelitian.
17
 Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa 
Bumi Dipasena Mulya berjumlah sekitar 845 orang petambak udang dan 6 
orang pembeli udang (pebisnis udang).  
                                                             
15
 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54. 
16
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 
h.1. 
17
 Eta Mamang Sangaji dan Sopiah, Metodelogi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam 




Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling yaitu teknik penentuan sampel yang dipandang mempunyai sangkut 
paut erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.
18
 Jumlah populasi 
dalam penelitian ini sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk diteliti 
semua, bisa dikarenakan keterbatasan tenaga, waktu, serta dana. Sampel yang 
penulis tentukan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang pembeli udang 
(pebisnis udang) dan 10 orang penjual (petambak udang) diambil dengan cara 
non random. Penulis menentukan sampel tersebut dengan penuh 
pertimbangan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan dengan 
tujuan penelitian, sehingga dalam penelitian ini tidak semua pihak bisa 
dijadikan sampel.  
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean 
serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan 
observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
19
 Observasi yang dilakukan 
dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana praktik cara menentukan 
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 Nuzul Zuriyah, Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-2, 
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ukuran dan harga dalam jual beli udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena 
Mulya. 
b. Wawancara 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukkan 
beberapa pertanyaan dan melakukan tanya jawab kepada para petambak dan 
pembeli udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya selaku narasumber 
dalam penelitian ini yang terkait dengan praktik cara menentukan ukuran 
dan harga udang pada jual beli udang Vanamei bertujuan untuk memperoleh 
informasi data yang faktual. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang 
berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkip, buku, syrat 
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langger.
20
 
5. Metode Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 
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 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.85. 
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b. Sistematika Data 
Bertujuan menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 
berdasarkan urutan masalah.
22
 Sistematika data tersebut dilakukan dengan 
cara mengelompokkan data yang telah di edit dan kemudian diberi tanda 
menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 
6. Analisis Data 
Dari data yang penulis peroleh dalam penelitian ini akan di analisis. 
Metode analisa dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, 
yaitu bagaimana pandangan islam tentang praktik cara menentukan ukuran 
dan harga dalam jual beli udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya. 
Dari hasil analisis data tersebut maka hasilnya akan disajikan berupa suatu 
penjelasan dan penginterprestasian secara logis, sistematis, kemudian ditarik 
kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam 
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A. Kajian Teori  
1. Jual Beli (Al-Bai’) 
a. Pengertian Jual Beli 
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al- Bai’, al-
Tijarah dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT. Berfirman: 
  ٢٩يَربُحَْن حَِجَٰرٗة هٌَّ َتُتَْر 




Jual beli (al-bai’) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran 
barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat 
digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, 
yaitu menjual dan membeli.
24
 Sebagai etimologi jual beli dapat diartikan 
sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).
25
 
Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut Taqi al-Din ibn 
Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan 
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harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan Kabul dengan cara 
yang di izinkan syara. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran 
harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan 
ganti yang dapat dibenarkan. Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, 
pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang 
dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syara‟, 
jual beli adalah tukar-menukar barang atau harta secara suka sama suka.
26
 
Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual 
beli adalah tukar-menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau 
tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai 
dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-
masing pihak. Tukar-menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau 
saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan 
tukar-menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti 
tukar-menukar dirham dengan dirham, atau tukar-menukar barang yang 




Sebagaimana diketahui, bahwa jual beli merupakan suatu 
perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan 
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melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 
merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟.
28
 Kata tukar-
menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung 
maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu 




 Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat 
diambil simpulan  bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah 
tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang 
yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan 
tujuan untuk memiliki barang tersebut.
30
 Definisi jual beli ini sejalan 
dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan 
sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam 
surah al-Nisa‟ ayat 29: 
ا َّ يُّ
َ
أ ٌَ ٱ َيَٰٓ ِي ِ  َّلَّ ََُلى ة َوٰهَُلى ةَيب يب
َ
ْ أ ْٓا ُكوُ
ب
ْ ََل حَأ ْا َُ ن  هبَبِٰطنِ ٱَءاَي
َ
ٓ أ إَِلَّ
ٍُفَصُلىب  إِنَّ 
َ
ْ أ ْٓا ُخوُ َ ٱحَُلَْن حَِجَٰرةً َغٌ حََراٖض ّيَُِلىب  َوََل َتقب  ّللَّ
ا  ًٗ   ٢٩ََكَن ةُِلىب رَِحي
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“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesmamu 
secara batil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama 




b. Rukun Dan Syarat Jual Beli 
1) Rukun Jual Beli 
Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada 
beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal 
tersebut disebut sebagai rukun.
32
 Dalam menetapkan rukun jual beli, 
diantaranya para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab 
Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja, menurut mereka yang 
menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah 
pihak untuk berjual beli. 
33
  
Rukun jual beli ada lima perkara, yaitu: 
a) Penjual. Hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang 
dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, 
bukan orang bodoh. 
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b) Pembeli. Hendaklah dia termasuk kelompok orang yang 
diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan 
bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin. 
c) Barang yang dijual. Hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, 
suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisinya 
diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja. 
d) Kalimat transaksi: Kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata, 
“Juallah barang ini kepadaku.” Penjualnya berkata, “Aku jual barang 
ini kepadamu.” Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat 
transaksi. Misalnya pembeli berkata,” Juallah pakaian ini kepadaku.” 
Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya. 
e) Adanya keridhaan diantara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli 
yang dilakukan tanpa ada keridhaan diantara kedua belah pihak.
34
  
Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada tiga, 
yaitu: 
a) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli 
terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam 
perjanjian tersebut. 
b) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda 
yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak 
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bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat 
objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang 
diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat 
diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang 
memilki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus 
halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, 
kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, 
penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak 
memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus 
ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan 
terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau 
panjang, baik berupa kesatuan atau keseluruhan. Barang yang ditakar 
atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun dari 
kapasitas atau timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari 
barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual. 
c) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan 
isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.
35
 
2) Syarat Jual Beli 
Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat 
terjadinya akad (In’aqid), syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad 
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(nafadz), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat 
tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, 
menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli 
gharar (mengandung unsur penipuan), dan lain-lain.
36
 Adapun syarat-
syarat ini dimaksudkan untuk menjamin  bahwa jual beli yang dilakukan 




Pertama, syarat terbentuknya akad (syuruth al-in’iqad). Syarat 
ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. 
Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau 
akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. 
Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad 
ada dua, 
a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. 
Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang 
gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak 
disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah 
mumayyiz adalah sah. 
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b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena 
tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia 
menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.
38
 
Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian 
antara ijab dan Kabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad 
harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan 
dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu: 
a) Barang yang dijadikan objek transksi harus benar-benar ada dan 
nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak 
sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang 
yang masih di dalam kandungan induknya. 
b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, 
dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak 
menimbulkan kerusakan. 
c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara 
sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah 
jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut 
atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan 
sempurna. 
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d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini 
maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan atau burung yang 
berada di awan, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
39
 
Sementara syarat yang terkait ijab dan Kabul ada tiga, yaitu: 
a) Ijab dan Kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. 
Kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan 
kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak 
yang berakad dan bukan syarat sigat akad. Berkaitan dengan syarat 
ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus 
berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat 
tersebut. 
b) Kesesuaian antara Kabul dan ijab, baik dari sisi kualitas maupun 
kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan pembeli. 
Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan 
penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli 
menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka 
transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan system 
pembayaran. 
c) Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak 
yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, 
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atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya 
saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu 
majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.
40
 
Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (syurut al-
nafadz) ada dua, yaitu: 
a) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang 
terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik 
otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian 
suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang 
juga harus cakap hukum. 
b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah 




Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu 
syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-
syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu: 
a) Barang dan harganya diketahui (nyata) 
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b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat), karena jual beli 
merupakan akad tukar-menukar untuk perpindahan hak untuk 
selamanya. 
c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka 
tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama. 
d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat 
yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu 
syarat yang tidak dikenal dalam syara‟ dan tidak diperkenankan 
secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.
42
 
Sementara syarat khusus ada lima, yaitu: 
a) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang 
tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan 
akan rusak bila tidak segera diserahkan. 
b) Diketahuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah, dan 
wadi’ah. 
c) Barang dan harga penggantinya sama nilainya. 
d) Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal 
dalam jual beli salam. 
e) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.43 
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Selain syarat tersebut, ada syarat tambahan yang menentukan 
keabsahan sebuah akad setelah syarat akad terpenuhi. Syarat tambahan 
ini ada empat macam, yaitu: 
a) Pernyatan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari 
pihak manapun. 
b) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya. 
c) Bebas dari gharar. 
d) Bebas dari riba.44 
Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad 
yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana 
dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat 
para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya 
mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli: 
a) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat 
para pihak. 
b) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar 
baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar 
belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.
45
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Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad 
tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama 
hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad 
tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama 
malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat 




c. Dasar Hukum Jual Beli 
1) Menurut Al-Qur‟an 
a) QS. An-Nisaa (4) ayat 29: 
 ٓ ََُلى ةِٱهبَبِٰطِن إَِلَّ َوٰهَُلى ةَيب يب
َ
ْ أ ْٓا ُكوُ
ب
ْ ََل حَأ ْا َُ ٌَ َءاَي ِي ا ٱَّلَّ َّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ
ٍُفَصُلىب  إِنَّ 
َ
ْ أ ْٓا ُخوُ ن حَُلَْن حَِجَٰرةً َغٌ حََراٖض ّيَُِلىب  َوََل َتقب
َ
أ
ا  ًٗ َ ََكَن ةُِلىب رَِحي   ٢٩ٱّللَّ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka 
diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 
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b) QS. Al-Baqarah (2) ayat 275: 
ٌَ ٱ ِي ُكوَُْن  َّلَّ
ب
ْ ٱيَأ ا ْٰ ا َيُقُْم  لّرَِب ًَ ِيٱََل َيُقُْمَْن إَِلَّ َل ُُ  َّلَّ َيَخَختَُّط
ٌُ ٱ يبَطٰ ٌَ  لشَّ ّسِ  ٱِي ًَ
ب ا  ل ًَ ْ إِنَّ ْٓا ُ ىب قَال ُّ نَّ
َ
َيبعُ ٱَذٰلَِك ةِأ ْ  ٱِيثبُن  ۡلب ا ْٰ  لّرَِب
َحنَّ 
َ
ُ ٱَوأ َيبعَ ٱ ّللَّ َم  ۡلب ْ  ٱوََحرَّ ا ْٰ ًٌَ َحآَءهُ  لّرَِب ّبُِِ  ۥَف ْبِغَظثٞ ّيٌِ رَّ  ۦَم
ُُ  ٍخََهٰ ٱفَ  ُرهُ  ۥفَوَ مب
َ
ِه ٱإََِل  ۥٓ َيا َشوََف َوأ ْوَلَٰٓئَِك  ّللَّ
ُ
ٌب ََعَد فَأ َوَي
َحُٰب  صب
َ
وَن  نلَّارِ  ٱأ ا َخِِٰلُ َّ ىب فِي ُِ٢٧٥  
Artinya: ”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena 
gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama 
dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari 
Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 





c) QS. Al-Baqarah (2) ayat 198: 
ُخى  هَيبَس  فَضب
َ
ٓ أ ّبُِلىب  فَإَِذا ٗٗل ّيٌِ رَّ ْ فَضب ْا ن حَببَخُغ
َ
ََاٌح أ َغوَيبُلىب ُح
ٌب َغَرَفٰٖج فَ  ْ ٱّيِ َ ٱ ذبُلُروا َػرِ ٱِغََد  ّللَّ شب ًَ
ب ََراِم  ٱ ل
ا  ذبُلُروهُ ٱوَ  ۡلب ًَ َل
َدىُٰلىب ِإَون ُلَُخى ّيٌِ َقتبوُِِ  ٌَ  ۦَِ ًِ َ ٓاّهِيَ ٱل   ١٩٨ لضَّ
Artinya: ”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu.Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, 
berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk 
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d) Q.S. Fatir (35) ayat 29: 
ٌَ ٱ إِنَّ  ِي ِ ٱَيخبوَُْن لَِتَٰب  َّلَّ قَاُمْاْ  ّللَّ
َ
ةَ ٱَوأ ْٰ وَ ىب  لصَّ ُّ ا َرزَقبَنٰ ًَّ ْاْ ِم ٍَفُق
َ
َوأ
ا وََغَٗلنَِيٗث يَربُحَْن حَِجَٰرٗة هٌَّ َتُتَْر    ٢٩ِسّٗ
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab 
Allah (Al-Qur‟an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan 
sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-




2) Menurut Al-Hadits atau As-Sunnah 
a) Dalam hadis Nabi Saw. dijelaskan: 
ٌِ َخِد  هِ َرافِِع ةْ ٌْ َحّدِ ٌِ َخِديٍج َع ٌِ َرافِِع ةْ ْ ٌِ رِفَاَغَثة ٌْ َعَتا يََث ةْ َع
ىُّ ا هْمَ 
َ
ِ أ ُن الرَّ يٍج قَاَل قِيَن يَا رَُشَْل اّللَّ ًَ ْطَيُب قَاَل َع
َ
ُحِن ْصِب أ
ورٍ  ِ َبيٍْع َيْْبُ
ّ .بَِيِدهِ َوُكّ  
“Diriwayatkan dari Abayah ibn Rifa‟ah ibn Rafi‟ ibn Khadij dari 
kakeknya, Rafi‟ ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seorang: 
Apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: Perbuatan 
seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik”. 
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Berdasarkan nash diatas kaum muslimin telah ijma tentang 
kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. 
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa 
pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang 
berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan 
menyerahkan sesuatu pun tanpa tanpa ada ganti/ imbalannya. Oleh 
karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup 
manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.
51
 
b) Rasulullah SAW Bersabda: 
ُ غَ  اقَ  ىَ َل انلَّّّبِ َصنَّ اّللَّ
ٌْ حََراٍض :وَيُِْ وََشوَّ ااْۡلَيُْع َع ًَ إَِن  




c) Dalam riwayat at-Tarmizi: 
 ُ ُْْل اّللَّ ُُ قََن رَُش ُ َعَْ ٌْ اَِِب َشػِيٍْدرىََض اّللَّ ُ غويُ َع  صا  اّللَّ
دُ الَ  ,وشوى يْقِْيَ ا ِحُرالصَّ ِدّ َِّي َوالصَّ ْوُق اََل ِيْيُ َيَع انْلَّبِي
َداء   َّ (رواه هرتمزى)َوالْشُّ  
“Dari Abu Sa‟id Radiyallahu Anhu, katanya: Rasulullah SAW 
bersabda; Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya 
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Jual beli sebagai bagian dari mu‟amalah mempunyai dasar 
hukum yang jelas, baik dari Al-Qur‟an, Al-Sunnah dan telah menjadi 
ijma‟ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar 
mu‟amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan 
kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.
54
 Ulama telah 
sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia 
tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang 
lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang 
dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
55
  
Sementara legitimasi dari ijma‟ adalah ulama dari berbagai 
kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan 
dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu‟amalah melalui sistem 
barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi 
dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak 
terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. 
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Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Komplikasi 
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.
56
 
d.  Macam-macam Jual Beli 
Jual beli tergolong menjadi jual beli Shahih dan jual beli Ghairu 
Shahih. Jual beli Shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun 
dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung 
pada hak khiyar lagi.
57
 Jual beli Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak 
terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat 
hukum terhadap objek akad.
58
 Jual beli Ghairu Shahih, terbagi menjadi jual 
beli bathil dan jual beli fasid, yaitu:  
1) Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak disyaratkan menurut asal dan 
sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang 
dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli 
terhadap mal ghairu mutaqawim (benda yang tidak dibenarkan 
memanfaatkannya secara syar‟i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual 
beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan 
hak milik karena ia dipandang tidak pernah ada.
59
 Jenis-jenis jual beli 
bathil adalah: 
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a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualkan buah-buahan 
yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang 
belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. 
b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti 
menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan 
terbang di udara. 
c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, 
tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, 
menjual kurma yang di tumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis-
manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang 
busuk. 
d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, dan darah. 
e) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak 
boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.
60
 
2) Jual beli Fasid, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. 
Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang 
pantas (ahliyah) atau jual beli benda yang dibolehkan 
memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak 
disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu 
rusak.
61
 Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: 
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a) Jual beli majhul (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan). 
Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa 
menjelaskan mana rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan 
implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah 
menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya. 
b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang 
digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang 
berkata “Saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari 
perjalanan” akan tetapi, pelaksanaan akadnya saat ia berbicara. 
Contoh jual beli yang disandarkan kepada masa yang akan datang, 




c) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad. Menurut 
ulama Hanafiyah, jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan 
bagi pembeli ada hak khiyar ru‟yah. Jual beli yang dilakukan oleh 
orang buta, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat sah 
jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan ijarah, 
rahn, dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak khiyar. 
Sementara itu, Syafi‟iyah menyatakan tidak sah jual beli yang 
dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta. 
                                                             
62
 Ibid., h.80. 
36 
 
d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan 
harga tunai (bai‟ ajal). Misalnya Tuan A menjual mobil kepada tuan 
B dengan harga 200 juta rupiah dengan pembayaran cicil selama satu 
tahun. Kemudian, tuan A membeli mobil itu kembali dari tuan B 
dengan harga 150 juta rupiah secara tunai. Jual beli ini menurut 
ulama Malikiyah dinamakan dengan bai ‘inah. Menurut ulama 
Syafi‟iyah dan Zahiriyah jual beli ini sah karena terpenuhi rukun dan 
syaratnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat jual beli ini 
bathil. Sementara itu, Abu Hanifah menyatakan jual beli ini fasid. 
Menurutnya, jual beli seperti ini dipandang hilah dan riba.
63
 
e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamr, ataupun jual 
beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang. Menurut Abu 
Hanifah dan ulama Syafi‟iyah, jual beli ini secara zahirnya sah. 
Namun, menjadi makruh karena anggur yang diperjualbelikan 
ditujukan untuk membuat khamr. Ulama Malikiyah dan Hanabilah 
menyatakan jual beli ini bathil.
64
 
f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua 
syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya, seseorang berkata “Saya 
jual rumah saya kepada kamu kemudian kamu jual pula kudamu 
kepada saya” atau dengan ungkapan lain: “Saya beli barang ini Rp 
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2.000., seribu saya bayar tunai dan seribu lagi saya bayar tangguh”. 
Menurut Syafi‟iyah jual beli ini bathil, sedangkan menurut Hanafiyah 
jual beli ini bathil.
65
 
Bila dilihat dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi 
kepada tiga macam, yaitu: 
1) Jual beli Muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan 
uang. 
2) Jual beli sharf, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain. 
3) Jual beli Muqayyadah, yaitu jual pertukaran antara barang dengan 
barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang 
dinilai dengan valuta asing.
66
 
Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada 
empat macam, yaitu: 
1) Jual beli musawwamah (tawar-menawar), yaitu jual beli biasa ketika 
penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang 
didapatnya.  
2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal 
jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu: 
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a) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan 
harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan. 
b) Jual beli muwadha’ah, yaitu jual beli dengan harga dibawah harga 
modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan 
barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah. 
c) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa 
keuntungan dan kerugian. 
3) Jual beli dengan harga tangguh, ba’i bitsaman ajil, yaitu jual beli 
dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh 
ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil. 
4) Jual beli muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari 
penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai 
pembeli. Kebalikannya, jual beli munaqadhah, yaitu jual beli dengan 
penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu 
dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian 
pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
67
 
Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu: 
1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung. 





2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu jual beli yang 
penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan 
kemudian dan bisa dicicil. 
3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), 
meliputi: 
a) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai 
dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan 
spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. 
b) Jual beli istishna’ yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai 
atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk 
manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan 
diserahkan kemudian. 




e. Prinsip-prinsip Jual Beli 
Secara garis besar, prinsip-prinsip dalam jual beli dalam islam adalah: 
Pertama, prinsip suka sama suka (‘an taradhin), Prinsip ini 
menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli 
tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, 
dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, 
                                                             
68
 Ibid., h.175. 
40 
 
dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurut Wahbah al-Zuhayli, 
prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah 
‘an taradhin (suka sama suka) itu.
69
 Sebagaimana dalam firman Allah pada 
Q.S An-Nisaa ayat 29: 
 ٓ ََُلى ةِٱهبَبِٰطِن إَِلَّ َوٰهَُلى ةَيب يب
َ
ْ أ ْٓا ُكوُ
ب





ْٓاْ أ ُخوُ ن حَُلَْن حَِجَٰرةً َغٌ حََراٖض ّيَُِلىب  َوََل َتقب
َ
  أ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta 




Kedua, takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan 
nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus 
diutamakan. Padahal islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah 
memberikan timbangan dan ukuran yang benar.
71
 
Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah al-Muthaffifin (83) ayat 1-7: 
َطّفِفَِي  َويبنٞ  ًُ ٌَ ٱ  ١ّهِوب ِي ْ ٱإَِذا  َّلَّ ْا ُ َخال ْبفَُْن  نلَّاِس ٱلََعَ  كب َخ ِإَوَذا   ٢يَصب
ىب ُيب  ُِ َزٍُْ و وَّ
َ




ٌُّ أ ََل َيُظ
َ
 ٤أ
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مٍ  ْب ْبَم َيُقُْم   ٥َغِظيٖم  ِِلَ ًِيَ ٱلَِرّبِ  نلَّاُس ٱيَ
ٓ  ٦ هبَعٰوَ إِنَّ لَِتَٰب  لََكَّ
ارِ ٱ ُفخَّ
ٖي  هب   ٧هَِِف ِشّخِ
Artinya: “Kecelakaanlah besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka 
meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk 
orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, 
bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang 
benar, (yaitu) hari ketika manusia berdiri mengharap Tuhan semesta alam. 




Ketiga, iktikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar 
memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam 
menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap 
sebagai hakikat bisnis. Mengenai masalah ini terdapat perintah dalam Al-
Qur‟an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian 
harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat 
menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keragu-raguan.
73
  
Hal ini dapat dilihat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 282: 
ْهُ   ُخُت َصّّمٗ فَٱكب َحٖن يُّ
َ
ٌٍ إََِلَٰٓ أ ْٓاْ إَِذا حََدايَنُخى ةَِديب َُ ٌَ َءاَي ِي
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 




f. Gharar dalam Jual Beli 
Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang 
menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastru al-aqibah). Secara 
operasional, gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak 
memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik 
terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga 
pihak kedua dirugikan.
75
 Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar 
merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad 
terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di air. Ibnu Qayyim 
Al-Jauziyah mengatakan bahwa gharar adalah objek akad yang tidak 




Kata gharar berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga risiko. 
Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau 
risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab 
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tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang 
terlampau besar dan tidak pasti.
77
 
Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu 
melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur 
ghararnya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw: 
ٌْ َبيِْع اهَْغَررِ  ىَ  َع
ُ َغوَيُِْ وََشوَّ ِ َصا َّ اّللَّ  َنَه رَُشُْل اّللَّ
“Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung gharar”
78
 
Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjelaskan prinsip 
penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah 
yang tidak terbatas. Menurutnya, diantara contoh gharar, menjual buah. 
Jika buahnya belum matang itu berarti gharar karena ada kemungkinan 
matang atau tidak. Kesimpulan Imam Nawawi diatas sangat tepat, diantara 
praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka gharar dan 
riba adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang 
terluas. Oleh karena itu, dalam praktiknya hampir setiap praktik bisnis 
terlarang itu terdapat unsur gharar didalamnya.
79
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 Menurut para ulama, gharar itu berbeda-beda jenis dan 
tingkatannya, ada gharar berat dan ada gharar ringan. 
1) Gharar Berat 
Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (dhabit) gharar berat 
tersebut, yaitu: 
ََْياََكَن ََغِۡلًافِْْي اهَْػْقِدَحَّتَّ َصاَراهَْػْقُديَُْْصُف ةُِِ  ُِ  
“Gharar (berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga 
menjadi sifat akad tersebut”. 
Atau singkatnya, Gharar berat adalah gharar yang bisa 
dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. 
Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat, oleh 
karena itu standar gharar ini dikembalikan kepada ‘urf (tradisi). Jika 
tradisi pasar mengkategorikan gharar tersebut adalah gharar berat, 
maka gharar itu juga berat menurut syariah. 
Diantara contoh-contoh gharar berat adalah menjual buah-
buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang 
tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang 
tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut ‘urf (tradisi) gharar ini 
bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh 
45 
 




2) Gharar Ringan 
Yang dimaksud gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa 
dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘urf tujjar 
(tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar 
tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan 
rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, 
membeli buah-buahan yang ada didalam tanah, menjual sesuatu yang 
hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. 
Dalam contoh beberapa transaksi diatas terdapat ketidakjelasan, 
membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari 
dalam bulan juga tidak pasti dan seterusnya. Tetapi ketidakjelasan itu 
dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa 
dihindarkan dalam setiap transaksi, maka gharar ini dibolehkan dan 
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2. Tradisi atau Kebiasaan (‘Urf)  
a. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Urf 
‘Urf secara Bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan 
diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah „urf ialah sesuatu yang 
telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa 
ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga 
disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa „urf ialah sesuatu yang 




Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan). 
Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan 
adat (adat kebiasaan), karena adat disamping telah dikenal oleh 
masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan 




Dasar Hukum ‘Urf sebagai salah satu sumber hukum dalam islam yaitu: 
1) Firman Allah pada surat al-A‟raf ayat (7): 
ِّوَِي  َجٰ




َْ َوأ   ١٩٩ُخِذ ٱهبَػفب
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“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf,  
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”
84
 
Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk 
mengerjakan yang ma‟ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma‟ruf itu 
sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, 
dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak 




2) Ucapan sahabat Rasulullah; Abdullah bin Mas‟ud: 
َْْن  ًُ ْصوِ ًُ ْ ٌٌ َوَياَرآهُ ال ِ َحَص َِْغََْداّللَّ ُّ ًَاَف َْْن َحَص ًُ ْصوِ ًُ اَرآهُ ال ًَ َف
ِ َشْْيءٌ  َِْغََْداّللَّ ُّ  َشيًْئاَف
“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, 
dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah” 
Ungkapan Abdullah bin Mas‟ud diatas, baik dari segi redaksi maupun 
maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang 
berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan 
umum syariat islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi 
Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang 
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Selain ayat diatas uruf dapat dijadikan sebagai sumber hukum 
juga didasarkan pada kenyataan bahwa syariat islam dari masa awal 
banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi masa lalu. 
Kedatangan islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah 
menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan 
dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang 
diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). 
Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum islam. 
Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat 
istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana 




b. Syarat-syarat ‘Urf 
Bagi para mujtahid yang menjadikan uruf sebagai sumber hukum 
dalam islam diperlukan syarat-syarat sbb; 
1) ‘Urf tersebut tidak bertentangan dalil qath’’iy; uruf yang bertentangan 
dengan dalil qath’’iy tidak dapat dipakai sebagai dalil hukum karena 




 Muhammad Rusfi, Ushul Fiqih-1 (Bandar Lampung:  Seksi Penerbitan Fakultas Syariah 
IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.169-170. 
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kehujjahan ‘urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang 
mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Apabila urf tersebut 
bertentangan dengan nash yang umum yang ditetapkan dengan dalil 
yang dzanni, baik dalam ketetapan hukumnya maupun penunjuk 
dalilnya, maka urf tersebut berfungsi sebagai takhsis daripada dalil yang 
dzanni. 
2)  ‘Urf tersebut berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan 
masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas 
tersebut, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. 




c. Macam-macam ‘Urf 
1) Ditinjau dari segi sifatnya, „urf terbagi kepada: 
a) „Urf Qauli 
Ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, 
menurut Bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan 
anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan 
dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut Bahasa berarti daging, 
termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang 
darat dan air, Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti 
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daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging 
binatang air (ikan). 
b) ‘Urf amali 
Ialah ‘urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam 
masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal 
menurut syara‟, sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual 
beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat 
melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal 
yang tidak diingini, maka syara‟ membolehkannya.
89
 
2) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya „urf terbagi kepada: 
a) „Urf sahih 
Ialah „Urf yang baik dan dapat diterima karena tidak 
bertentangan dengan syara‟. Seperti mengadakan pertunangan 
sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi 
kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara‟. 
b) „Urf fasid 
Ialah „urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena 
bertentangan dengan syara‟. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian 
untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal 
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ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid 
yang diajarkan agama islam. 
3) Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, „urf terbagi kepada: 
a) ‘Urf ‘aam 
Ialah „urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, 
seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan 
jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang 
telah membantu kita dan sebagainya.
90
 
b) „Urf khas 
Ialah „urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan 
tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan 
oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai 
menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara 
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B. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini memuat tentang beberapa 
penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dapat 
dijadikan referensi oleh penulis sekaligus untuk menunjukkan perbedaan dan 
persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian oleh 
penulis. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti 
terdahulu, yaitu: 
1. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan 
(Studi pada agen di Desa Bumi Dipasena Jaya, Kec. Rawajitu Timur Kab. 
Tulang Bawang, Lampung). Penelitian ini di susun oleh Safly Andica Rahwan 
(2018) UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan yang diangkat dalam 
penelitiannya yaitu bagaimana praktek jual beli udang vaname yang 
dibekukan di perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya 
dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Udang Vaname Yang 
Dibekukan di perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya. 
Kesimpulan dari penelitiannya adalah jual beli udang vaname yang dibekukan 
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2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Yang Masih Di Dalam 
Tambak (Studi di Desa Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur 
Kabupaten Tulang Bawang). Penelitian ini disusun oleh Ayu Liana (2019) 
UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan dalam penelitiannya yaitu 
bagaimana praktik jual beli udang yang masih didalam tambak yang terjadi di 
Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang 
Bawang dan Bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli udang yang 
masih didalam tambak yang terjadi di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan 
Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Kesimpulan dari penelitiannya 
adalah jual beli udang yang masih didalam tambak tidak sah karena syarat 
objek tidak terpenuhi, yaitu barang tidak dapat diserahkan  dan pada saat 




Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh penetiti terdahulu, 
perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian yang dibuat oleh 
Safly Andica Rahwan, fokus permasalahannya membahas tentang jual beli udang 
vaname yang dibekukan di Perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi 
Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. 
Penelitian yang dibuat oleh Ayu Liana, fokus permasalahannya membahas 
tentang jual beli udang yang masih didalam tambak di Desa Bumi Dipasena 
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Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan 
penelitian yang penulis lakukan, fokus permasalahannya membahas tentang 
praktik tata cara dalam menentukan ukuran udang dan harga udang dalam jual 
beli udang Vanamei di Desa Bumi Dipasena Mulya Kecamatan Rawajitu Timur 
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